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Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua

Puluh Tiga bertempat di Kendal, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. EE\rr TI|DAA OBTARIA, S.8., U.sor. : Ketua Komisi Pemilihaa Umum

Kabupaten Kendal, dalam hal

irri bertindak untuk dan atas

nama Komisi Psmilihan U6u6
Kabupaten Kendal, yang

berkedudukan di Jalan Raya

Soekamo - Hatta No. 337

Kendal, selanjutnya disebut

PIEAT,EEAAfl'.

U. ER![Y VEROIIICA UARAUBA, 8.E., f.Eu.m. : Kepala Kejaksaan Negeri

Kendol, dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama K{aksaan

Negeri Kendal, yang

berkedudukan di Jalan Raya

Soekarno - Hatta No. f89

Kendal, selanjutnya disebut

PIEAT BEI'UI"
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PIEAK IIESATU dan PIIIIII( XEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIEAK dan secara

bersa:na-sama disebut PARA PIEAI(, terlebih dahulu meneranglan hal-hal sebagai

berikut :

Bahwa PIIIAI( NEDUA adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan

dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang

penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Inndonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 67, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44Ol) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor l1 Tahun 2Q2l ter:teng Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejalsaan Republik Indonesia

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pernilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan Iembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentarrg Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentangPerubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2Ol4 tentang Pernilihan Gubemur,
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1. Bahwa PIEAI( XESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemi'lihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas

melaksanakan Pemilihal Umum dan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaIi Kota dan Wakil Wali Kota;
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Bupati, dan Wali Kota meqladi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2O2O Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 65471;

peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 201O tentang organisasi dan Tata Kerja

Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali teraktrir

dengan Peraturan Presiden Nomor l5 Tahun 2O21 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 201O tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kejaksaan Republik ladonesia (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O21 Nomor 67);

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-0061A/JAIOT 12017 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O17 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Kejaksaan Nomor I Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Jaksa Agu.ng Nomor PER-0O6/A|JA|OT 12017 tentang

Organisasi dan Tata Ke{a Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara

Republik Indonesia Tahwr 2O2L Nomor 443);

Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tah:ur. 2O22 tentang Perubahan

Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahurr 2022 Nomor 984);

Peraturan Komisi Petnilihan Umum Nomor 14 Tahun 202O tentang Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Set<retariat Jenderal Komisi

Pemifihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 202O Nomor 1236).
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10. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13O8/PR.O8-

SD /Ol12O22 Tanggal 8 Desember 2022 Perlhal Tindak Lanjut Kerja Sama

antara KPU dengan Kejaksaan Republik Indonesia darr antara KPU dengan

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIIRA PIEAI( sepakat untuk membuat

Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Tlrgas dan Fungsi dengan ketentuan

sebagai berikut:

PASAL 1

MAI(SII'D DAI{ TUWAN

1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan

pedoman bagi PARA PIEAK dalarn melaksanakan ke{a sama yang ditentukan

dan disepakati dalarn pg4anilan Kerjasarna ini.

2l Pe{anjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan

komitmen dalam rangka Pelaksanaan Ttrgas dan Fungsi PARA PIEAI(.

PASAL 2

RUANG LINGKTIP

Ruang lingkup Pe{anjian Kerjasama ini meliputi:

Penerangan dan penyuluharr hukum;

Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;

Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain

di bidang perdata dan tata usaha negara;

Pengamanan Pembangunan Strategis;

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan

Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIIIAI(.
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PASAL 3

PELAKSANAAI{

U Perjanjian Kerjasarna ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad

baik PARA PIEAI(.

2l Pelaksanaan Perjanjian Ke{asa'na ini akan ditindaklanjuti dan disepakati oleh

PITRA PIEAI(.

3) Pe{anjian Kerjasama disusun dan dilaksalakal PARA PIIIAIi.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1) Pe{anjian Ke{asama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga} tahun terhitung

sejak ditandatangani oleh PARA PIIIAK.

2l Pe{anjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan

kesepakatan PARA PIEAI( melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah

satu PIEAI(, dengan ketentuan PIE/IK yang bermaksud memperpanjang,

mengubah, atau mengaldriri Perjanjian Kerjas"rna ini wajib memberitahukan

malsud tersebut secara tertulis kepada PIEAI( lainnya paling lambat 1 (satu)

bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasarna ini atau sebelum rencana

perubahan dan pengakhiran Pe{anjian Kerjasama.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini,

dibebankan kepada anggaran masing-masing PIEAK sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

PASAL 6

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Petjanjian Kerjasarna ini

diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIEAK dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Pe{anjian Kerjasama ini.

PERUBAIIAN
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PASAL 7

KEADAAN KAIIAR F,,ORCE W*NUNq

2l Yarrg dimaksud dengan keadaan kaha:. (force majeurel metputi namun tidak

terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik dan

keamanan di daerah setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara,

huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang

melarang hal-hal yang berhubungan dengan Pe{anjian Kerjasqma ini.

3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (fore majur) sebagaimana dimaksud pada

ayat (2]1, salah satu PIEAI( memberitahu kepada PIIIAK lainnya secara tertulis

disertai dengan bukti paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam

sejak te{adinya keadaan kahar (prce majurel.

PASAL 8

PEI{YELESAIAN PERSELISIIIAN

PASAL 9

KTRAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana

rlirnat6sd dalar" Pasal 4, PARA PIIIAI( sepakat untuk menjaga keamanan dan

kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peratur.rn perundang-

undargan.

6

1) PARA PIFIAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggungiawab yang

disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan

wajar dari PIEAK KESATU atau PIIIAK IIEDUA yang bersifat force majeureyartg

selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasarna ini disebut keadaan kahar (force

majeurel.

PARA PIEAI( sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendaPat dan/atau

perselisihan yang .hbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasana ini secara

musyawara-h untuk mufakat.



PASAL 10

SOSIALISASI

1) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIEAK guna diketahui dan

dilaksanakan.

2l Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-

sendiri atau bersama sama PARA PIIIAIL

PASAL 11

PENUTUP

KESATU,

S.8., M.Sos. ERITY S.H., M.Hum.

a
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Pedanjian Kerjasarna ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup

dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA

PIHAI( dar menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, I

(satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK XEDUA.


